BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
vang baik dan profesional guna mendukung Kkinerja
pemerintahan daerah, perlu diatur kedudukan, susunan
organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah di
lingkungan pemerintah daerah;

bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk
penyesuaian program pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, maka perlu melakukan
penyesuaian dan/atau perubahan terhadap Peraturan Bupati
Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 73
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sanggau;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);




Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun
2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sanggau Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 73 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau
(Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPiL KABUPATEN
SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor
73), diubah sebagai berikut:

2.



1.

Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data,;

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Sekretaris.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin
oleh kepala subbagian.

(5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
membawahi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
vang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis
beban kerja.

. Ketentuan ayat {1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 8

{1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang
administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi
administrasi umum, kepegawaian, kerja sama, pembinaan
organisasi, tata laksana, kehumasan, keprotokolan,
pengelolaan aset, perjalanan dinas, koordinasi bantuan
hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain
vang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai
bidang tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi:



a. melakukan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di
lingkungan Dinas;

b. keordinasi dan penyusunan bahan publikasi, hubungan
masyarakat, keprotokolan, pengelolaan aset dan
pengelolaan perjalanan dinas;

c. menyusun bahan rancangan peraturan perundang-
undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan
Dinas;

d. mengelola kepegawaian di lingkungan Dinas;

e. melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di
lingkungan Dinas;

f. melaksanakan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;

g. menyusun pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi,
sistern akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan
pelayanan publik di lingkungan Dinas; dan

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan yang
berkaitan dengan tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal O

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang
perencanaan, keuangan dan akuntabilitas kinerja meliputi
penyvusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan
kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan
realisasi anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja,
pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan
pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris
maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai

fungsi:

a. menyusun dokumen perencanaan  strategis dan
perencanaan kinerja tahunan;

b. melaksanakan urusan  perbendaharaan, verifikasi
keuangan dan pelaporan realisasi anggaran;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja,

d. menyusun pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi,
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan
pelayanan publik di lingkungan Dinas; dan

e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan yang
berkaitan dengan tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sistem
informasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan, dan kerja sama dan inovasi pelayanan serta
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan
dan  administrasi dibidang pengelolaan  informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

-4 -



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan
fungsi:

a.

perumusan kebijakan dibidang sistem informasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan, dan kerja sama dan inovasi pelayanan;

. pelaksanaan kebijakan dibidang sistem informasi

kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan, dan kerja sama dan inovasi pelayanan;

. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang

sistem informasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan, dan kerja sama dan
inovasi pelayanan;

. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

dibidang sistem informasi kependudukan, pengolahan
dan penyajian data kependudukan, dan kerja sama dan
inovasi pelayanan;

. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang

sistem informasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan, dan kerja sama dan
inovasi pelayanan,

pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan informasi
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

6. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI SANGGAU,
TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

> MH

Pembina Tingkat
NIP. 19770315 200502 2 002

[ (IV/Db)
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Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagi

Dr. MARINA RONA,

%um,

. MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

Kelompok Jabatan
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BUPATI SANGGAU,
TTD

PAOLUS HADI



